






EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 
TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH 





B111 10 299 
 
 
BAGIAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN 









EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 
TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH 













Diajukan Sebagai Hasil Penelitian pada Ujian Skripsi Bagian Hukum Masyarakat 
dan Pembangunan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  





BAGIAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN 

















SHINTA ANUGRAWATI (B111 10 299). Efektivitas Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan 
Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kabupaten Maros. (dibimbing oleh 
Prof. Dr. Musakkir, SH.,MH, sebagai Pembimbing I dan Dr. Hasbir, 
SH.,MH sebagai Pembimbing II).  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan 
Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kabupaten Maros. Penelitian yang 
dilaksanakan di Kabupaten Maros yang berlokasi di Badan Pertanahan 
Kabupaten Maros yang terletak di Jalan Dr. Ratulangi Nomor 48. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Efektivitas 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan 
Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kabupaten Maros masih belum 
efektif. Dari penelitian yang dilakukan juga menunjukkan bahwa faktor 
keacuhan dari masyarakat dan juga dari Badan Pertanahan Kabupaten 
Maros sendiri yang mengakibatkan tidak berjalannya Peraturan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Tanah adalah salah satu aspek kehidupan yang tidak bisa terlepas 
dari kelangsungan hidup manusia. Tanah dalam bentuknya sebagai 
bentukan alam memiliki arti sebagai bagian dari kerak bumi dan bahan 
organik (http://id.wikipedia.org, diakses pada Senin tanggal 11 Februari 
2014).  
Pada dasarnya, tanah berasal dari batu-batuan. Proses 
pembentukan tanah dipengaruhi oleh beberapa unsur penting seperti 
iklim, bahan induk, organisme, topografi dan waktu. Proses pembentukan 
tanah berlangsung secara terus menerus sehingga kemungkinan terdapat 
bahan (unsur) pada tanah yang bertambah maupun yang hilang. 
Berikut ini beberapa manfaat dari tanah yang bermanfaat bagi 
kehidupan manusia (http://www.artikellingkunganhidup.com, diakses pada 
Senin 11 Februari 2014),  yaitu: 
1. Penyediaan unsur hara untuk tumbuhan. Ketersediaan unsur hara 
yang dibutuhkan oleh tumbuhan merupakan salah satu faktor yang 
dapat mempengaruhi tingkat produksi suatu tumbuhan. Jumlah dan 
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jenis unsur hara yang tersedia di tanah dan dibutuhkan oleh 
tumbuhan haruslah sesuai dan seimbang. 
2. Penyedia makanan untuk biota tanah. Tanah menjadi habitat 
pengurai yang menguraikan sisa organisme mati menjadi bahan 
makanan yang dibutuhkan oleh tanaman dan organisme lain. 
3. Sebagai habitat hidup dan melakukan kegiatan. Tanah merupakan 
tempt manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatannya. 
Di dalam tanah, hidup pula berbagai organisme tanah, misalnya 
cacing tanah. 
4. Sumber bahan baku barang kerajianan atau perabot rumah tangga. 
Kandungan tanah liat dapat di manfaatkan manusia untuk membuat 
batu bata, barang-barang seni dan kerajinan, maupun alat-alat 
rumah tangga. Tanah liat juga dapat dimanfaatkan salah satunya 
sebagai bahan baku genteng penutup atap rumah atau bangunan. 
5. Memiliki nilai ekologi, yaitu mampu menyerap dan menimpan air 
(melindungi tata air), menekan erosi, serta menjaga kesuburan 
tanah. 
6. Memiliki nilai ekonomis yaitu sebagai aset yang dapat disewakan 
atau diperjual belikan. 




Dengan banyaknya manfaat yang diberikan oleh tanah, tak heran 
jika banyak orang berlomba untuk memiliki tanah dengan sebanyak-
banyaknya.  
Melihat salah satu fungsi tanah sebagai salah satu produk investasi 
yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi sebagai aset yang dapat 
disewakan ataupun diperjual-belikan, menjadikan tanah sebagai salah 
satu alternatif untuk menyimpan uang selain menyimpanya di bank. 
Menyangkut masalah tanah yang memiliki nilai ekonomis yaitu 
sebagai aset yang dapat disewakan atau diperjual belikan, memiliki 
banyak keuntungan.  
Ada beberapa keuntungan yang dijanjikan oleh produk investasi ini 
kepada para investornya (http://www.pakarinvestasi.com, diakses pada 12 
Februari 2014): 
1. Investasi Yang Low-Risk 
Memang tidak ada satupun investasi yang tidak memiliki resiko, 
namun investasi properti ini termasuk ke dalam investasi yang 
low-risk. Ini merupakan keuntungan investasi properti yang 
cocok untuk Anda yang takut akan investasi high-risk, seperti 
investasi saham ataupun investasi finansial. Kenapa begitu? Ini 
dikarenakan Anda sepenuhnya memegang kendali dan 
mengelola sendiri investasi Anda. Namun tetap saja investasi 
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properti memiliki banyak resiko seperti bangunan yang harus 
diperbaiki. 
2. Keuntungan Yang Relatif Besar 
Banyak investor yang menginginkan sebuah instrumen investasi 
dengan resiko yang minimun dan keuntungan yang maksimum. 
Keuntungan investasi properti sangat cocok dengan pernyataan 
tersebut. Peluang keuntungan dalam investasi properti 
sangatlah besar. Sudah banyak orang yang sukses karena 
investasi properti. Memang harga sewa properti di Indonesia 
masih tergolong murah, jika dibandingan dengan negara lainnya 
seperti Singapura. Tapi nilai properti di Indonesia, terutama di 
kota-kota besar diperkirakan akan terus meningkat dalam waktu 
3 tahun ke depan dan seterusnya diharapkan tidak mengalami 
berbagai masalah, seperti oversupply. 
3. Tidak Dipengaruhi Faktor Eksternal 
Investasi finansial, seperti obligasi ataupun saham memiliki nilai 
yang sangat fluktuatif karena dipengaruhi oleh beberapa faktor 
eksternal seperti suku bunga, situasi ekonomi politik dan tingkat 
inflasi. Sedangkan investasi properti nilainya berubah sangat 
lambat, meskipun terpengaruh faktor luar. Contohnya, harga 
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sebuah rumah dapat berubah dalam waktu bulanan atau 
tahunan, bukannya dalam jangka waktu satu jam saja. 
Selain ketiga keuntungan investasi properti yang sudah disebutkan, 
nyatanya masih banyak keuntungan investasi properti lainnya. Seperti 
passive income yang rutin dari hasil uang sewa, jika Anda menyewakan 
properti milik Anda. Setelah melihat betapa banyaknya keuntungan 
investasi properti, Anda mungkin sedikit tertarik untuk mencoba 
peruntungan di dunia investasi ini. Siapkan mental Anda dan tetapkan 
tujuan Anda dalam berinvestasi, setelah itu banyak menganalisa serta 
membuat strategi yang benar-benar tepat agar Anda mendapatkan 
keuntungan yang maksimal.  
Oleh karena keuntungan yang sangat menjanjikan tersebut, banyak 
orang berlomba-lomba memilikinya. Namun sayangnya, akibat dari laju 
pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, dimana hal ini tidak terlepas 
dari turut berkembangnya ilmu pengetahuan dan kedokteran, sehingga 
jumlah angka kematian pun semakin menyusut dan angka kelahiran 
menjadi bertambah, sehingga ledakan penduduk pun tak terelakkan. 
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 penduduk 
Indonesia berjumlah 237 641 326 jiwa, dan di wilayah Sulawesi Selatan 




Dari ledakan penduduk yang tidak terkendali ini berakibat pula 
pada semakin berkurangnya lahan untuk tempat tinggal. Berdasarkan 
sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota 
Makassar pada tahun 2010, kepadatan penduduk Kota Makassar ialah 
7.620 orang/km2.  
Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa hal ini tidak seimbang 
antara luas lahan hunian dan jumlah penduduk. Hal ini pun berimbas pula 
pada terciptanya pemukiman padat penduduk. 
Hal ini semakin diperparah dengan tidak meratanya lapangan 
pekerjaan dan pendapatan perkapita penduduk Indonesia. Sehingga disisi 
lain ada sebagian orang yang terlampau kaya dan banyak pula yang 
pendapatannya jauh dari kata layak. 
Segelintir orang dengan ekonomi kuat (kelas menengah atas) 
tersebut pun tidak sedikit yang menginvestasikan kekayaan mereka lewat 
bisnis properti ataupun tanah. Namun para investor tersebut terkadang 
keliru menafsirkan perihal hak yang diberikan kepada mereka. Terkadang 
pula mereka tidak mengerti apa yang dapat terjadi pada tanah yang 
mereka miliki.  
Kemudian yang terjadi di lapangan, ada beberapa permasalahan 
yang terjadi terhadap tanah, baik adanya kasus sengketa tanah, sertifikat 
ganda, ataupun penelantaran tanah. Penelantaran tanah di pedesaan dan 
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perkotaan, selain merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak 
ekonomis (hilangnya peluang untuk mewujudnyatakan potensi ekonomi 
tanah), dan berkeadilan serta juga merupakan pelanggaran terhadap 
kewajiban yang seharusnya dijalankan para Pemegang Hak atau pihak 
yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah. 
Dampak lain penelantaran tanah juga menjadi terhambatnya 
pencapaian berbagai tujuan program pembangunan, rentanya ketahanan 
pangan dan ketahanan ekonomi nasional, tertutupnya akses sosial-
ekonomi  masyarakat, serta terusiknya rasa keadilan dan harmoni sosial. 
Pada dasarnya Negara memberikan hak atas tanah atau Hak 
Pengelolaan kepada pemegang hak untuk diusahakan, dipergunakan, dan 
dimanfaatkan serta dipelihara dengan baik selain untuk kesejahteraan 
bagi pemegang haknya juga harus ditujukan untuk kesejahteraan 
masyarakat, bangsa dan negara. Tentu saja ketika negara memberikan 
hak kepada orang atau badan hukum selalu diiringi kewajiban-kewajiban 
dalam surat keputusan pemberian haknya. Karena itu pemegang hak 
dilarang menelantarkan tanah, dan jika pemegang hak menelantarkan 
tanahnya maka UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA) telah mengatur akibat hukumnya yaitu hapusnya 
hak atas tanah yang bersangkutan dan pemutusan hubungan hukum serta 
ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara. 
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Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi 
serta untuk memberikan kontribusi yang maksimal dari pertanahan di 
Indonesia, maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 
tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Dimana dalam 
peraturan tersebut diterbitkan untuk mengurangi kesenjangan sosial, 
ekonomi, dan kesejahteraan rakyat serta menurunkan kualitas lingkungan. 
Peraturan Pemerintah ini diterbitkan untuk lebih lanjut mengatur yang 
tercantum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak atas tanah hapus antara lain karena 
ditelantarkan.  
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari website Badan 
Pertanahan Nasional, yang melatar belakangi perlunya ada penertiban 
dan pendayagunaan tanah terlantar ialah: 
- BPN (Badan Pertanahan Nasional) telah menerbitkan sertifikat 
hak atas tanah berupa: Hak Guna Usaha / Hak Guna 
Bangunan / Hak Pengelolaan / Hak Pakai / dan Hak Milik. 
- Instansi / pejabat berwenang, telah menerbitkan perijinan 
(Dasar Penguasaan Atas Tanah) berupa: izin / keputusan / 
surat rekomendasi. 
- Pemegang hak wajib menggunakan dan memanfaatkan tanah 




- Kenyataan dilapangan: tidak semua pemegang hak 
menggunakan dan memanfaatkan tanahnya (ditelantarkan). 
- Tanah terlantar adalah aset tidur yang menghambat 
pembangunan, menimbulkan kerugian negara dan tidak 
memberikan kesejahteraan pada masyarakat. 
Oleh karena alasan diatas, maka perlu ditertibkan dan 
didayagunakan, sesuai dasar hukum sebagai berikut: 
a. UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria (pasal 27,34 dan 40); 
b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang 
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar; 
c. Peraturan Kepala BPN RI No.4 tentang Tata Cara Penertiban 
Tanah Terlantar. 
Di dalam situs BPN juga dijelaskan pengertian tentang tanah 
terlantar: 
“Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh 
negara berupa: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna 
Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan; atau Dasar 
Penguasaan Atas Tanah (DPAT) yang tidak diusahakan, tidak 
dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan 
keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau DPAT.” 
Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah tersebut, maka 
secara otomatis masyarakat yang memiliki hak atas tanah diharapkan 
partisipasinya dalam menggunakan hak yang telah diberikan itu secara 
optimal, dengan cara tidak menelantarkan tanah yang telah miliki tersebut. 
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Dengan diterbitkanya peraturan ini pula, maka secara otomatis 
masyarakat dinggap tahu atas peraturan tersebut. Dalam teori fiksi 
hukum, penerbitan peraturan tidak mempedulikan apakah masyarakat 
akan mampu mengakses peraturan tersebut atau tidak. Pada intinya 
masyarakat yang memiliki hak atas tanah dianggap tahu atas peraturan 
















B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis 
mengangkat permasalahan sebagai berikut: 
1. Sejauhmana BPN Kabupaten Maros dalam mensosialisasikan 
PP No. 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan 
Pendayagunaan Tanah Terlantar? 
2. Bagaimana efektivitas penerapan PP No. 11 Tahun 2010 
Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar oleh 
BPN Kabupaten Maros pada priode 2011-2013? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui langakah yang dilakukan oleh BPN 
Kabupaten Maros dalam mensosialisasikan PP No. 11 Tahun 
2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 
oleh BPN Kabupaten Maros. 
2. Untuk mengetahui efektivitas PP No. 11 Tahun 2010 Tentang 
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar oleh BPN 
Kabupaten Maros. 
D. Manfaat Penelitian 
      Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi dasar 
bagi peneliti selanjutnya. 
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2. Hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat digunakan 
sebagai bahan rujukan dan refrensi bagi mahasiswa untuk 





















A. Teori Efektivitas 
Dalam kamus ilmiah populer, istilah efektivitas diartikan sebagai 
ketepatgunaan, hasil guna, menunjang tujuan. Ini berarti bahwa kata 
efektivitas digunakan untuk menentukan apakah „sesuatu‟ yang digunakan 
sudah tepat penggunaannya dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan 
atau yang diharapkan sebelumnya. 
Secara etimologi kata efektif berasal dari kata efektif yang berarti 
ada efeknya (akibatnya, pengaruh, kesannya); manjur atau mujarab 
(tentang obat) dapat membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha atau 
tindakan); hal mulai berlakunya (tentang undang-undang, peraturan) (Tri 
Rama K, 1998 : 131). 
Efektivitas dapat berarti pengukuran tercapainya sasaran atau 
tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, dengan kata lain suatu tujuan 
atau sasaran yang telah dicapai sesuai dengan rencana. Van Loon 
(Soerjono Soekanto, 1982 : 37) mengemukakan bahwa: 
“Efektivitas suatu perundang-undangan berarti bahwa 
tujuannya tercapai. Hal ini sangat tergantung pada berbagai 
faktor antara lain, pengetahuan tentang perundang-
undangan, cara mendapatkan pengetahuan tersebut, dan 
pelembagaan perundang-undangan itu pada bagian-bagian 
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masyarakat sesuai dengan ruang lingkup perundang-
undangan itu.” 
Lebih lanjut Soerjono Soekanto (1985 : 7) mengemukakan bahwa: 
“Suatu keadaan hukum tidak berhasil atau gagal mencapai 
tujuan biasanya diatur pada pengaruh keberhasilannya untuk 
mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga yang 
mencapai tujuan disebutnya positif, sedangkan yang 
menjauhi tujuan dikatakan negatif.” 
 
Soemarjan (Soerjono Soekanto, 1985 : 45) mengemukakan bahwa 
efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut: 
1. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu 
penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, menghargai, 
mengakui, dan menaati hukum. 
2. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai 
yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau 
menentang hukum karena takut pada petugas atau polisi 
(comphiance), menaati suatu hukum hanya karena takut 
terhadap sesama teman (identification), menaati hukum karena 
cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya (internalization). 
3. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek 
jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan 
dan diharapkan memberikan hasil. 
 Kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-
undangan, adalah 3 unsur yang saling berhubungan. Sering orang 
mencampur adukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, 
padahal kedua hal itu sangat erat hubungannya, namun tidak persis 
sama. Kedua unsur itu sangat menentukan efektif atau tidaknya 
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pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat (Achmad Ali, 2000 : 
191).  
Ketaatan hukum dapat dibedakan kualitasnya dalam 3 jenis, seperti 
yang dikemukakan oleh H.C Kelman (Achmad Ali, 1998 : 142): 
1. Ketaatan yang bersifat Compilance, yaitu jika sesorang taat 
terhadap suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi. 
2. Ketaatan yang bersifat Identificationi, yaitu jika seseorang taat 
terhadap suatu aturan hanya karena hubungan baiknya dengan 
seseorang menjadi rusak. 
3. Ketaatan yang berisat Internallization, yaitu jika seseorang taat 
terhadap suatu aturan karena ia merasa aturan itu sesuai 
dengan nilai-nilai yang dianutnya. 
 Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan secara 
efektif atau tidak (Sondang Siagi, 1991 : 71) yaitu antara lain: 
1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai 
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan 
3. Kejelasan analisa dan perumusan kebijaksanaan 
4. Perencanaan yang mantap 
5. Penyusunan program yang mantap 
6. Tersedianya sarana dan prasarana 
7. Pelaksanaan yang secara efektif dan efisien 
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. 
Sementara dalam konteks penegakan hukum, efektivitas 
merupakan tolak ukur dalam menilai efektif tidaknya suatu peraturan atau 
penegakan hukum di dalam masyarakat, pendekatan tolak ukur efektivitas 
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tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor (Soerjono Soekanto, 1982 : 9), 
seperti: 
1. Faktor hukum itu sendiri 
2. Faktor penegak hukum 
3. Faktor sarana dan prasarana 
4. Faktor masyarakat, dan 
5. Faktor kebudayaan. 
Kajian empiris terbagi atas beberapa macam kajian dan salah 
satunya ialah kajian sosiologi hukum, kajian sosiologi hukum adalah suatu 
kajian yang objeknya ialah fenomena hukum, tetapi menggunakan optik 
ilmu sosial dan teori-teori sosiologis (Achmad Ali, 1998 : 5). 
Menurut Satjipto Rahardjo (Musakkir, 2005 : 13), bahwa 
karakteristik kajian sosiologi hukum yaitu: 
a. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena 
hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap 
praktek-praktek ilmu hukum. 
b. Sosiologi hukum senantiasa menguji keshahihan empiris 
(empirical validity) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. 
c. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. 
Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari 
hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. 
Sosiologi hukum tidak menilai antara satu dan yang lain, 
perhatian yang utama dari sosiologi hukum hanyalah pada 





Ilmu Sosiologi merupakan induk dari segala ilmu yang berkenaan 
dengan kemasyarakatan, sementara ilmu hukum juga berbicara tentang 
nilai-nilai luhur (seperti nilai keadilan, ketertiban, dan keamanan) yang 
harus dimiliki oleh masyarakat (Munir Fuady, 2011:1). 
Herry M Johnson (Soerjono Soekamto, 2004 : 14), mengemukakan 
bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena 
telah memenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan, yang ciri-ciri 
utamanya adalah: 
a) Sosiologi bersifat empiris yang berarti bahwa ilmu 
pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap 
kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat 
spekulasi. 
b) Sosiologi bersifat teoritis yaitu ilmu pengetahuan tersebut 
selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dan hasil 
observasi. Abstraksi tersebut merupakan kerangka unsur-
unsur yang tersusun secara logis serta bertujuan untuk 
menjelaskan hubungan-hubungan sebab akibat sehingga 
menjadi teori. 
c) Sosiologi bersifat komulatif yang berarti bahwa teori-teori 
sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada 
dalam arti memperbaiki, memperluas, serta memperhalus 
teori-teori yang lama. 
d) Sosiologi bersifat non etis yakni yang dipersoalkan bukanlah 
baik buruknya fakta tertentu, akan tetapi tujuannya adalah 
untuk menjelaskan fakta tersebut secara analisis. 
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Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaaya sosialisasi hukum, 
tujuannya ialah untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik 
dari warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan 
penegak hukum. Sebagaimana diketahui bahwa kesadaran hukum ada 
dua macam (Achmad Ali, 2009 : 299), yaitu: 
a. Kesadaran hukum positif, identik dengan ketaatan hukum. 
b. Kesadaran hukum negatif, identik dengan ketidaktaatan 
hukum. 
Bagi Elwick dan Silbey, kesadaran hukum terbentuk dalam 
tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara 
empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan hukum 
sebagai perilaku, dan bukan hukum sebagai aturan, norma atau asas 
(Achmad Ali, 2009:299). 
Menurut C.G. Howard & R. S. Mumners faktor-faktor yang 
mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum (Achmad Ali, 
2009:376-378) antara lain : 
1. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan 
hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum 
secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang 
dimaksud berbentuk undang-undang, maka pembuat 
undang-undang dituntut untuk mampu memahami 




2. Kejelasan rumusan dari subtansi aturan hukum, sehingga 
mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. 
Jadi, perumusan subtansi aturan hukum itu, harus dirancang 
dengan baik, jika aturannya tertulis, harus ditulis dengan 
jelas dan mampu dipahami secara pasti. Meskipun nantinya 
tetap membutuhkan interpretasi  dari penegak hukum yang 
akan menerapkannya. 
3. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum 
itu. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan 
bahwa semua penduduk yang ada dalam suatu Negara, 
dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di 
negaranya. Tidak mungkin semua penduduk atau warga 
masyarakat secara umum, mampu mengetahui keberadaan 
suatu peraturan hukum dan subtansinya, jika aturan hukum 
tersebut tidak disosialisasikan secara optimal. 
4. Jika hukum yang dimaksud dalah peraturan perundang-
undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, 
dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang 
bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang 
hukum yang bersifat mengharuskan. 
5. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu harus 
dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar 
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tersebut. Suatu sanksi yang dapat kita katakan tepat untuk 
suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain. 
6. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan 
hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk 
dilaksanakan. Sebagai contoh, sanksi denda yang 
diancamkan oleh Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan yang berlaku di Indonesia saat ini, terlalu berat jika 
dibandingkan dengan penghasilan orang Indonesia. Sanksi 
denda jutaan rupiah untuk pengemudi kendaraan umum 
yang tidak menggunakan ikat pinggang pengaman atau 
pemadam kebakaran, terlalu berat untuk mampu 
dilaksanakan oleh mereka. Sebaliknya, sanksi terlalu ringan 
untuk suatu jenis kejahatan, tentunya akan berakibat, warga 
masyarakat tidak akan segan untuk melakukan kejahatan 
tersebut. 
7. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika 
terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah 
memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan 
diancam sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat 
dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk 
diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan, dan penghukuman). Membuat suatu aturan 
hukum yang mengancamkan sanksi terhadap tindakan-
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tindakan yang bersifat gaib atau mistik, adalah mustahil 
untuk efektif, karena mustahil untuk ditegakkan melalui 
proses hukum. Mengancamkan sanksi bagi perbuatan yang 
sering dikenal sebagai „sihir‟, adalah mustahil untuk efektif 
dan dibuktikan. 
8. Aturan hukum yang mengandung norma moral yang 
berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang 
aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang 
dianut oleh orang-orang yang menjadi target 
diberlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum yang sangat 
efektif adalah aturan hukum yang melarang dan 
mengancamkan sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan 
diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, 
norma agama, norma adat istiadat atau norma kebiasaan, 
dan lainnya. Aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang 
norma lain akan lebih tidak efektif. 
9. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga 
tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat 
penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan 
hukum tersebu, mulai dari tahap pembuatannya, 
sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang 
mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan 
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penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi), dan 
penerapannya terhadap suatu kasus konkret. 
10. Efektif tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga 
mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio-ekonomi 
yang minimal di dalam masyarakat. Dan sebelumnya, 
ketertiban umum sedikit atau banyak harus telah terjaga, 
karena tidak mungkin efektivitas hukum akan terwujud scara 
optimal jika masyarakat dalam keadaan chaos atau situasi 
perang dahsyat. 
Krabe berpendapat bahwa kesadaran hukum yang sebenarnya 
ialah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia, tentang 
hukum hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada (Achmad Ali, 
2009 : 299). 
Ada empat unsur kesdaran hukum (Soerjono Soekanto, 1982 : 39), 
yaitu: 
1. Pengetahuan tentang hukum; 
2. Pengetahuan tentang isi hukum; 
3. Sikap hukum; 
4. Pola perilaku hukum. 
Achmad Ali membedakan kesadaran hukum dengan ketaatan 
hukum. Menurutnya, ketaatan hukum adalah kesadaran hukum yang 
positif sedangakan ketidaktaatan hukum padahal yang bersangkutan 
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memiliki kesadaran hukum, berarti kesadaran hukum yang dipunyainya 
adalah kesadaran hukum yang negatif (2009 : 302). 
Faktor  yang banyak memengaruhi efektivitas suatu perundang-
undangan, adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang 
dan fungsi dari penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang 
dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan 
perundangan-undangan tersebut (Achmad Ali, 2009 : 378-379). 
Bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif, 
yaitu: 
a. Perspektif organisatoris, yang memandang perundang-
undangan sebagai institusi yang ditinjau dari ciri-cirinya. 
b. Perspektif individu, atau ketaatan yang lebih banyak berfokus 
pada segi individu atau pribadi, di mana pergaulan hidupnya 
diatur oleh perundang-undangan. 
Suatu peraturan perundang-undanagan dianggap tidak efektif 
(Achmad Ali, 2009 : 349), ketika: 
1. Jika sebagian besar warga masyarakat tidak menaatinya, 
2. Jika ketaatan sebagian besar masyarakat hanya ketaatan yang 
bersifat ‘compiliance’ atau ‘identification’. Dengan kata lain, 
walaupun sebagian besar warga masyarakat terlihat menaati 
aturan hukum atau perundang-undangan, namun ukuran 




Menurut Adam Podgoreckii, agar suatu peraturan perundang-
undangan diharapkan dapat berlaku efektif dalam masyarakat diperlukan 
kemampuan-kemampuan sebagai berikut (Achmad Ali, 2009 : 146): 
1. Penggambaran yang baik situasi yang dihadapi. 
2. Melakukan analisis terhadap penilaian-penilaian tersebut tata 
susunan yang sifatnya hierarkis sifatnya. Dengan cara ini akan 
diperoleh suatu pegangan atau pedoman, apakah penggunaan 
suatu sarana menghasilkan sesuatu yang positif. 
3. Verivikasi terhadap hipotesis-hipotesis yang diajukan. Artinya, 
apakah sarana-sarana yang telah dipilih benar-benar akan 
menjamin tercapainya tujuan-tujuan yang dikehendaki atau 
tidak. 
4. Pengukuran terhadap efek-efek peraturan yang diperlukan. 
5. Identifikasi terhadap faktor-faktor yang akan dapat 
menetralisasi efek-efek yang buruk dari peraturan-peraturan 
yang diberlakukan. 
6. Pelembagaan peraturan di dalam masyarakat, sehingga tujuan 
pembaruan berhasil tercapai. 
Jadi, kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas 
perundang-undangan, adalah 3 unsur yang saling berhubungan. Sering 
orang mencampuradukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, 
padahal kedua hal tersebut memang sangat erat hubungannya, namun 
tidak persis sama. Kedua unsur itu sangat menentukan efektif atau 
tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat (Achmad 
Ali, 1998 : 140). 
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Bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif 
(Achmad Ali, 2009 : 379), yaitu: 
1. Perspektif organisatoris 
Perspektif organisatoris yang memandang perundang-
undangan sebagai institusi yang ditinjau dari ciri-cirinya. Pada 
perspektif organisatoris, tidak terlalu memperhatikan pribadi-
pribadi, yang pergaulan hidupnya diatur oleh hukum atau 
perundang-undangan. 
2. Perspektif individu 
Perspektif individu lebih banyak berfokus pada segi individu 
atau pribadi, diamana pergaulan hidupnya diatur oleh 
perundang-undangan. Perspektif individu ini lebih berfokus 
pada masyarakat sebagai kumpulan pribadi-pribadi.  
Faktor kepentingan yang menyebabkan seseorang menaati atau 
tidak menaati hukum. Dengan kata lain, pola-pola perilaku warga 
masyarakat yang banyak mempengaruhi efektivitas perundang-undangan. 
B. Tinjauan Umum PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertibah dan 
Pendayagunaan Tanah Terlantar 
Peraturan Pemerintah tentang penertiban dan pendayagunaan 
tanah terlantar telah ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2010 oleh 
Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan 
diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia, Patrialis Akbar. Yang mana peraturan ini menggantikan 
peraturan sebelumnya, yaitu PP Nomor 36 tahun 1998, yang dianggap 
tidak lagi dapat menjadi acuan penyelesaian penertiban dan 
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pendayagunaan tanah terlantar. Peraturan ini juga untuk melengkapi 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria. Selain kedua pertimbangan tersebut, peraturan ini juga 
dibentuk untuk mencegah dan mengurangi penelantaran tanah, karena 
penelantaran tanah dianggap dapat menimbulkan kesenjangan sosial, 
ekonomi, dan kesejahteraan rakyat serta menurunkan kualitas lingkungan.  
Peraturan ini dibuat untuk melengkapi Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960, oleh karenanya apa yang disebutkan dalam peraturan ini 
tidak terlepas dalam UUPA. Seperti pengertian dari Hak Milik, Hak Guna 
Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai adalah hak atas tanah 
sebagaimana dimaksud dalam UUPA, pengertian dari semua itu tidak 
diubah. 
Dalam UU No. 5 Tahun 1960, yang dimaksud dengan hak milik 
ialah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang 
atas tanah, dengan mengingat ketentuan untuk tidak merugikan 
kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang 
melampaui batas tidak diperkenankan. 
Pengertian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai 
sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang (UU No. 5 Tahun 1960), 
ialah: 
- Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang 
dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tersebut 
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(paling lama 25 tahun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 
29), guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. 
- Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan 
mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan 
miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. 
- Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut 
hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah 
milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang 
ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang 
berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan 
pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau 
perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak 
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-
Undang ini. 
Pada Pasal 2 PP Nomor 11 Tahun 2010, disebutkan bahwa yang 
menjadi objek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah 
diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna 
Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas 
tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan 





C. Kriteria Tanah Terlantar Menurut Undang-Undang 
Hal yang perlu ditegaskan disini karena bersifat sangat mendasar 
adalah bahwa dalam menggunakan atau mengambil manfaat macam-
macam hak atas tanah tersebut adalah prinsip yang sangat penting dalam 
hukum tanah kita yaitu bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi 
sosial ( Pasal 6 UU No. 5 tahun 1960). Fungsi ini pada intinya 
memberikan pengaturan tentang larangan penggunaan tanah untuk 
semata-mata kepentingan perseorangan tanpa memperdulikan 
kepentingan yang lainya yaitu masyarakat dan negara. Kepentingan 
masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi 
hingga akhirnya akan tercapai tujuan pokok yaitu kemakmuran, keadilan 
dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya. Jadi yang perlu ditegaskan 
adalah bahwa pemanfaatan sumber daya agraria sebagaimana tertuang 
dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu untuk sebesar-besarnya 
kesejahteraan rakyat. 
Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut maka UUPA juga 
mengatur berakhirnya hak-hak atas tanah yang antara lain karena 
ditelantarkan. Hak Pakai dan hak-hak lainnya tidak ada ketentuan tentang 
berakhirnya karena ditelantarkan. Dalam Pasal 27, 34, 40 UU No. 5 tahun 
1960, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan berakhir karena 
ditelantarkan. Artinya, setiap pemberian hak oleh negara kepada 
perorangan atau badan-badan hukum haruslah bersama-sama dengan 
kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang hak sesuai 
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dengan peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam 
keputusan pemberian haknya ( Suharningsih, 2009 : 14). 
Dengan demikian pencegahan, penertiban, dan pendayagunaan 
tanah terlantar merupakan langkah dan prasyarat penting untuk 
menjalankan program-program pembangunan nasional, terutama di 
bidang agraria yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. 
Berdasarkan Keputusan Kepala BPN yang berada di bawah 
kordinasinya yang ada di Kantor Wilayahnya, di Kantor Kota 
Madya/Kabupaten untuk melakukan identifikasi dan dalam waktu tertentu 
membentuk Tim Penilai dalam rangka menertibkan tanah-tanah terlantar. 
Pekerjaan melakukan identifikasi bukanlah pekerjaan yang mudah karena 
memerlukan kejelasan konsep dan kriteria tanah terlantar ( Suharningsih, 
2009 : 20).  
Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa 
ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan 
nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa Indonesia 
serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam UU No. 5 Tahun 
1960. Hukum adat dijadikan dasar dikarenakan hukum tersebut dianut 
oleh sebagian besar rakyat Indonesia sehingga hukum adat mempunyai 
kedudukan yang istimewa dalam pembentukan hukum agraria (Urip 
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Santoso, 2005 : 64-65). Berdasarkan ketentuan pasal ini maka dari itu 
perlu kiranya mengetahui batasan tanah terlantar menurut Hukum Adat. 
Berdasarkan kajian atas keragaman arti tanah terlantar menurut 
Hukum Adat maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud tanah 
terlantar adalah tanah yang pernah dibuka, dikerjakan oleh 
pemilik/penggarapnya sampai 1 kali atau 2 kali panen, kemudian 
ditinggalkan oleh pemiliknya dalam waktu tertentu sampai menjadi hutan 
kembali. Secara yuridis kemudian tanah ini kembali pada hak ulayatnya 
(Suharningsih, 2009 : 245). Jadi unsur tanah disebut terlantar menurut 
Hukum Adat: 
a. Penggarap pernah membuka tanah ulayat; 
b. Penggarap mengerjakan/menggarap sampai 1 kali atau 2 kali 
panen; 
c. Penggarap meninggalkan dalam waktu tertentu sehingga 
menjadi hutan kembali; 
d. Tanah kembali menjadi milik masyarakat hukum adat. 
Dari pengertian tanah terlantar menurut hukum adat ini  maka 
tanah dikatakan telah telah ditelantarkan kalau kriterianya adalah tanah 
telah dengan sengaja tidak dikerjakan oleh penggarapnya/pemiliknya 
dalam waktu tertentu sehingga menjadi belukar kembali. Untuk mengukur 
apakah tanah sudah dapat dikatakan ditelantarkan ataukah belum 
menurut hukum adat adalah dengan melihat secara secara nyata/konkrit 
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apakah tanah tersebut dalam kenyataannya dengan sengaja tidak digarap 
atau dikerjakan secara aktif oleh pemiliknya. Jadi dalam menentukan 
sudah ditelantarkan ataukah belum tidak digantungkan pada jangka waktu 
tertentu tetapi hanya dengan melihat kenyataan jika tanah tersebut 
dibiarkan membelukar kembali karena sudah tidak ditanami kembali maka 
hal ini sudah dapat dikatakan sebagai telah ditelantarkan. 
Berdasarkan UUPA maka ada beberapa asas yang perlu 
diperhatikan dalam masalah penelantaran tanah. Sebagaimana 
dinyatakan dalam Pasal 6 UUPA bahwa semua hak atas tanah 
mempunyai fungsi sosial. Hal ini bermakna bahwa penggunaan tanah 
harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat haknya sehingga 
bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang 
mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan negara ( Arie 
Sukanti Hutagalung, 2008 : 70). 
Untuk itu hak atas tanah apapun yang dipunyai sesorang/badan 
hukum tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu dipergunakan atau 
tidak dipergunakan semata-mata hanya untuk kepentingan pribadinya 
apalagi sampai merugikan  kepentingan umum. Pemanfaatan ataupun 
penggunaan tanah oleh orang ataupun badan hukum sebenarnya adalah 
untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan hal ini maka 
ditentukan dalam Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria bahwa: 
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“Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta 
mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan 
hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan 
tanah itu, dengan memerhatikan pihak yang ekonomis lemah.” 
Kemudian dalam ketentuan mengenai tanah terlantar dalam Pasal 
27, 34 dan 40 UUPA dengan redaksi yang sama dinyatakan bahwa Hak 
Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan dapat hapus karena 
diterlantarkan. Tanah ditelantarkan kalau dengan sengaja tidak 
dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada 
haknya (penjelasan Pasal 27 UUPA). Dengan demikian hapusnya hak-hak 
tersebut karena hukum yaitu tidak dipenuhinya suatu kewajiban atau 
dilanggarnya suatu larangan. Dalam hal penelantaran tanah ini maka 
tampak adanya kesengajaan dari pemegang hak/subyek hak tidak 
menggunakan sesuai dengan tujuan sifat dari haknya. 
Melihat rumusan tanah terlantar dalam UUPA yang masih begitu 
abstrak dan juga mengingat UUPA adalah undang-undang pokok serta 
mencermati fenomena yang terjadi akan banyaknya tanah-tanah yang 
terlantar maka pemerintah membuat peraturan yang bersifat oprasional. 
Maka pemerintah menerbitkan PP No. 36 Tahun 1998 tentang 
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, namun dalam 
praktiknya PP ini kemudian dianggap kurang efektis sehingga pada tahun 
2010 pemerintah menerbitkan PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban 
dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, yang mana setelah peraturan ini 
diberlakukan maka PP No. 36 tahun 1998 tidak diberlakukan. 
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Pengertian tanah terlantar dalam PP No. 11 Tahun 2010 dapat 
diliha pada Pasal 2 yang berbunyi: 
“Objek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah 
diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak 
Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaanatau dasar 
penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak 
diperguanakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaanya 
atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.” 
Pasal 3 menyatakan: 
“Tidak termasuk obyek penertiban tanah terlantar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 adalah: 
a. Tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atas nama 
perseorangan yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan 
sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian 
haknya;dan 
b. Tanah yang dikuasai pemerintah baik seara langsung 
maupun tidak langsung dan sudah berstatus maupun belum 
berstatus Barang Milik Negara/Daerah yang tidak sengaja 
tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan 
tujuan pemberian haknya.” 
Jadi pada dasarnya tanah terlantar yang dimaksud adalah tanah 
negara yang ada hak penggunaannya tetapi tidak dimanfaatkan oleh 
pemegang haknya. Berdasarkan pengertian tersebut maka kriteria untuk 
menentukan tanah dikualisir sebagai telah ditelantarkan menurut PP No. 
11 tahun 2010 adalah: 
1. Objek tanah terlantar meliputi hak atas tanah, Hak 
Pengelolaan dan tanah yang mempunyai dasar penguasaan 
atas tanah; 




3. Yang sesuai dengan keadaannya, atau sifat dan tujuan 
pemberian haknya atau dasar penguasaannya; 
4. Tidak termasuk tanah terlantar adalah: 
a. Tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atas nama 
perseorangan yang secara tidak sengaja tidak 
dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan 
tujuan pemberian haknya;dan 
b. Tanah yang dikuasai pemerintah baik seara langsung 
maupun tidak langsung dan sudah berstatus maupun 
belum berstatus Barang Milik Negara/Daerah yang tidak 
sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan 
atau sifat dan tujuan pemberian haknya. 
Dalam penjelasan Pasal 3 dijelaskan bahwa yang dimaksud  
dengan “tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau 
sifat dan tujuan pemberian haknya” dalam ketentuan ini adalah karena 
Pemegang Hak perseorangan dimaksud tidak memiliki kemampuan dari 
segi ekonomi untuk mengusahakan, mempergunakan, atau 
memanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan 
pemberian haknya, sedangkan dalam konteks kenegaraan yang dimaksud 
hal demikian adalah karena keterbatasan anggaran negara atau daerah 
untuk mengusahakan, mempergunakan, atau memanfaatkan sesuai 
dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian haknya.  
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Keberadaan PP No. 11 Tahun 2010 dinilai sangat penting dalam 
merestrukturisasi pemilikan dan penguasaan tanah lebih adil bagi rakyat. 
Tanah terlantar antara lain untuk masyarakat dalam rangka reformasi 
agraria, untuk kepentingan strategi negara dan pemerintah diantaranya 




















A. Lokasi Penelitian 
Pada penyusunan skripsi ini, penulis akan mengadakan penelitian 
di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros dan pihak-pihak 
yang terkait dengan penelitian ini. 
Penulis memilih lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan 
bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros adalah badan resmi 
yang memang mengurus masalah pertanahan dan juga 
mempertimbangkan bahwa Kabupaten Maros merupakan salah satu kota 
besar di Indonesai yang memiliki harga properti yang cukup menjanjikan, 
sehingga dapat mempermudah proses pengumpulan dan 
membandingkan data di lokasi penelitian. Selain itu, dengan melihat 
pesatnya pertumbuhan penduduk Kabupaten Maros saat ini menjadikan 
Hak Milik atas tanah menjadi sesuatu yang sangat berharga, oleh 
karenanya penulis menganggap perlu untuk mengetahui bagaimana 
penanganan tanah di Kabupaten Maros. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang akan digunakan adalah: 
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a. Data Primer, data yang diperoleh secara langsung di lokasi 
penelitian melalui wawancara langsung kepada pegawai 
Badan Pertanahan Nasional selaku narasumber. 
b. Data Sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung 
melalui penelitian kepustakaan (Library Reasearch) baik 
dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, 
karya-karya ilmiah, artikel-artikel dan internet serta dokumen-
dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan 
dibahas dalam tulisan ini. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data primer dan sekundernyang penulis 
gunakan antara lain: 
1. Metode penelitian kepustakaan (library research). 
Metode penelitian kepustakaan (library research) merupakan 
penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data 
dengan jalan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang 
berhubungan dengan masalah yang dibahas. 
 
2. Metode penelitian lapangan (field research). 
a. Wawancara, yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan 




b. Dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan berbagai literatur seperti artikel, karya ilmiah, 
dan berbagai dokumen yang memiliki keterkaitan terhadap 
masalah yang diteliti. 
 
D. Analisis Data 
Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data 
sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang 
berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan 
dengan data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan 
menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuaipermasalahan-
permasalahan yang terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil 
pembahasan kemudian diambil keputusan sebagai jawaban terhadap 










HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Geografi Kabupaten Maros 
Luas wilayah Kabupaten Maros 1619,11 km2 yang terdiri dari 14 
kecamatan yang membawahi 103 Desa/Kelurahan. Kabupaten Maros 
merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan ibukota Provinsi 
Sulawesi Selatan, dalam hal ini adalah kota Makassar dengan jarak kedua 
kota tersebut berkisar 30 km dan sekaligus terintegrasi dalam 
pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata. Dalam 
kedudukannya, Kabupaten Maros memegang peranan penting terhadap 
pembangunan Kota Makassar karena sebagai daerah perlintasan yang 
sekaligus sebagai pintu gerbang Kawasan Mamminasata bagian utara 
yang dengan sendirinya memberikan peluang yang sangat besar terhadap 
pembangunan di Kabupaten Maros.  
B. Profil Badan Pertanahan Nasional  
Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Maros beralamat di Jalan Dr. 
Ratulangi No. 48 Kabupaten Maros. Dalam sejarahnya, Badan 
Pertanahan Nasional sendiri memiliki sejarah yang sangat panjang yang 
dimulai pada lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960. 
Sehingga secara garis besar sejarah Badan Pertanahan Nasional dapat 
dibagi menjadi 10 garis besar, yaitu: 
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a. Masa Kolonial Belanda-Jepang 
Sejak berlakunya Agrarische Wet pada tahun 1870, Pemerintah 
Kolonial mengerluarkan Ordonansi Staatblad 1823 Nomor 164 
yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan kadasteral diserahkan 
kepada lembaga yang diberi nama Kadasteral Dient. Peranannya 
yang strategis membuat pejabatnya diangkat dan diberhentikan 
langsung oleh Gubernur Jendral. 
Ketika masa penjajahan Belanda digantikan oleh Jepang pada 
1942, tidak diadakan perombakan besar atas peraruran 
pertanahan. Kadasteral Dient misalnya, masih tetap di bawah 
Departemen Kehakiman, hanya saja namanya diganti menjadi 
Jawatan Pendaftaran Tanah dan kantornya bernama Kantor 
Pendaftaran Tanah. Namun demikian, pada masa penjajahan 
Jepang dikeluarkan peraturan yang melarang pemindahan ha katas 
benda tetap/tanah (Osamu Sierei Nomor 2 tahun 1942).  
b. Masa Kemerdekaan 1945-1960 
Pasca proklamasi kemerdekaan, sesuai dengan semangat 
membentuk Negara baru yang merdeka, Pemerintah Republik 
Indonesia bertekad membenahi dan menyempurnakan pengelolaan 
pertanahan. Landasan hukum pertanahan yang masih 
menggunakan produk hukum warisan pemerintah Belanda mulai 
diganti. Melalui Departemen Dalam Negri, pemerintah 
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mempersiapkan landasan hukum pertanahan yang sesuai dengan 
UUD 1945. 
Pada 1948, berdasarkan Penetapan Nomor 16 Tahun 1948, 
Pemerintah membentuk Panitia Agraria Yogyakarta. Tiga tahun 
kemudian, terbit Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1951, yang 
membentuk Panitia Agraria Jakarta, sekaligus membubarkan 
Panitia Agraria Yogyakarta. Pembentukan kedua Panitia Agraria itu 
sebagai upaya mempersiapkan lahirnya unifikasi hukum 
pertanahan yang sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia. 
Selanjutnya, lewat Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1955, 
pemerintah membentuk Kementrian Agraria yang berdiri sendiri 
dan terpisah dari Departemen Dalam Negeri. Pada 1956, 
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1956 dibentuk 
Panitia Negara Urusan Agraria Yogyakarta yang sekaligus 
membubarkan Panitia Agraria Jakarta. Tugas Panitia Negara 
Urusan Agraria ini antara lain adalah mempersiapkan proses 
penyusuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). 
Pada 1 Juni 1957, Panitia Negara Urusan Agraria selesai 
menyusun rancangan UUPA. Pada saat yang sama, berdasarkan 
Keputusan Presiden Nomor 190 Tahun 1957, Jawatan Pendaftaran 
Tanah yang semula berada di Kementerian Kehakiman dialihkan ke 
Kementerian Agraria. Tahun 1958, berdasarkan Keputusan 
Presiden RI Nomor 97 Tahun 1958, Panitia Negara Urusan Agraria 
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dibubarkan. Selanjutnya pada 24 April 1958, Rancangan Undang-
Undang Agraria Nasional diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat. 
c. Lahirnya UUPA dan Masa Sesudahnya (1960-1965) 
Titik tolak reformasi hukum pertanahan nasional terjadi pada 24 
September 1960. Pada hari itu, rancangan Undang-Undang Pokok 
Agraria disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960. Dengan berlakunya UUPA tersebut, untuk pertama 
kalinya pengaturan tanah di Indonesia menggunakan produk 
hukum nasional yang bersumber dari hukum adat. Dengan ini pula 
Agrarische Wet dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Tahun 1960 
ini menandai berakhirnya dualisme hukum agraria di Indonesia. 
Pada 1964, melalui Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 
1964, ditetapkan tugas, susunan, dan pimpinan Departemen 
Agraria. Peraturan tersebut nantinya disempurnakan dengan 
Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1965 yang mengurai 
tugas Departemen Agraria serta menambahkan Direktorat 
Transmigrasi dan Kehutanan ke dalam organisasi. Pada periode 
ini, terjadi penggabungan antara Kantor Inspeksi Agraria-
Departemen Dalam Negri, Direktorat Tata Bumi-Departemen 
Pertanian, Kantor Pendaftaran Tanah-Departemen Kehakiman. 
d. Orde Baru (1965-1988) 
Pada 1965, Departemen Agraria kembali diciutkan secara 
kelembagaan menjadi Direktorat Jendral. Hanya saja, cakupannya 
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ditambah dengan Direktorat bidang Transmigrasi sehingga 
namanya menjadi Direktorat Jendral Agraria dan Transmigrasi, 
dibawah Departemen Dalam Negeri. Penciutan ini dilakukan oleh 
pemerintah Orde Baru dengan alasan efisiensi dan 
penyederhanaan organisasi. 
Masih di tahun yang sama, terjadi perubahan organisasi yang 
mendasar. Direktorat Jendral Agraria tetap menjadi salah satu 
bagian dari Departemen Dalam Negeri dan berstatus Direktorat 
Jendral, sedangkan permasalahan transmigrasi ditarik ke dalam 
Departemen Veteran, Transmigrasi, dan Koperasi. 
Pada 1972, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomom 145 Tahun 
1969 dicabut dan diganti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 88 Tahun 1972, yang menyebutkan penyatuan instansi 
Agraria di daerah. Di tingkat provinsi, dibentuk Kantor Direktorat 
Agraria Provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten/kota dibentuk 
Kantor Sub Direktorat Agraria/Kotamadya. 
e. Berdirinya BPN dan Masa Sesudahnya (1988-1993) 
Tahun 1988 merupakan tonggak bersejarah karena saat itu terbit 
Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan 
Pertanahan Nasional. Sejalan dengan meningkatnya pembangunan 
nasional yang menjadi tema sentral proyek ekonomi-politik Orde 
Baru, kebutuhan akan tanah juga semakin meningkat. Persoalan 
yang dihadapi Direktorat Jendral Agraria ditingkatkan menjadi 
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Lembaga Pemerintahan Non Departemen dengan nama Badan 
Pertanahan Nasional. Dengan lahirnya Keputusan Presiden Nomor 
26 Tahun 1988 tersebut, Badan Pertanahan Nasional bertanggung 
jawab langsung kepada Presiden. 
f. Periode 1993-1998 
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1993, tugas 
Kepala Badan Pertanahan Nasional kini dirangkap oleh Menteri 
Negara Agraria. Kedua lembaga tersebut dipimpin oleh satu orang 
sebagai Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kantor Menteri Negara 
Agraria berkonsentrasi merumuskan kebijakan yang bersifat 
koordinasi, sedangkan Badan Pertanahan Nasional lebih 
berkonsentrasi pada hal-hal yang bersifat operasional. 
Pada 1994, Menteri Negara Agraria/Kepala Bdan Pertanahan 
Nasional menerbitkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1994, tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Staf Kantor Menteri Negara 
Agraria. 
g. Periode 1999-2000 
Pada 1999 terbit Keputusan Presiden Nomor154 Tahun 1999 
tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988. 
Kepala Badan Pertanahan Nasional dirangkap oleh Mentri Dalam 
Negri Republik Indonesia. Pelaksanaan pengelolaan pertanahan 
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sehari-harinya dilaksanakan Wakil Kepala Badan Pertanahan 
Nasional. 
h. Periode 200-2006 
Pada periode ini Badan Pertanahan Nasional beberapa kali 
mengalami perubahan struktur organisasi. Keputusan presiden 
Nomor 95 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional 
mengubah struktur organisasi eselon satu di Badan Pertanahan 
Nasional. Namun yang lebih mendasar adalah Keputusan Presiden 
Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah 
Dibidang Pertanahan. Disusul kemudian terbit Keputusan Presiden 
Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 
Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga 
Pemerintahan Non Departemen, dan Keputusan Presiden Nomor 
34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan 
memposisikan BPN sebagai lembaga yang mengangani kebijakan 
nasional di bidang pertanahan. 
i. Periode 2006-20013 
Pada 11 April 2006 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 
2006 tentang Badan Pertanahan Nasional yang menguatkan 
kelembagaan Badan Pertanahan Nasional, dimana tugas yang 
diemban BPN semakin luas serta hasil pekerjaan BPN harus 
dipertanggung jawabkan langsung kepada Presiden. 
j. Periode 2013-Sekarang 
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Pada 2 Oktober 2013 terbit Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 
2013 tentang Badan Pertanahan Nasional yang mengatur fungsi 
BPN. 
Selain memiliki sejarah yang sangat panjang, BPN juga memiliki 
fungsi yang sangat banyak seperti yang tercantum pada Peraturan 
Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional, 
seperti: 
a. Penyususnan dan penetapan kebijakan nasional di bidang 
pertanahan; 
b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan, rencana, program, kegiatan dan 
kerja sama di bidang pertanahan; 
c. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, pemberi dukungan 
administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN RI; 
d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survey, 
pengukuran, dan pemetaan; 
e. Perumusan dan pelaksanaan kebijan di bidang penetapan hak 
tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat; 
f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, 
penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan; 
g. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah 




h. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian dan 
penanganan sengketa dan perkara pertanahan; 
i. Pengawasan dan pembinaan fungsional atas pelaksanaan tugas di 
bidang pertanahan; 
j. Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan 
berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan; 
k. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan; 
l. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; 
m. Pelaksanaan pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan 
pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan; dan 
n. Penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang 
pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
C. Upaya Badan Pertanahan Kabupaten Maros Dalam 
Mensosialisasikan PP No. 11 Tahun 2010 
J.S Roucek menegaskan bahwa mekanisme control social adalah 
segala sesuatu yang dijalankan untuk melaksanakan proses social yang 
direncanakan atau tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau 
bahkan memaksa warga masyrakat agar menyesuaikan diri dengan 
kebiasaan dan nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa proses pengendalian social dapat 
dilakukan dengan cara sebgai berikut: 
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a. Persuasif yaitu tanpa paksaan, seperti mendidik, mengajak, melalui 
proses sosialisasi. Cara ini bersifat prefentif (pencegahan) terhadap 
terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian dalam masyarakat. 
b. Coercive yaitu dengan paksaan/kekerasan, cara ini lebih bersifat 
represif yang berwujud seperti dengan penjatuhan sanksi pada warga 
yang melanggar/menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku. 
Namun demikian penerapan cara-cara tersebut tergantung pada 
faktor terhadap siapa dan dalam keadaan bagaimana hal tersebut 
dapat diberlakukan. Misalnya bila cara kekerasan begitu saja 
diterapkan pada suatu masyarakat tanpa melihat keadaannya maka 
bisa saja cara tersebut malah menimbulkan dampak yang negative 
dimana ketaatan/kepatuhan masyarakat timbul hanya karena adanya 
faktor dari luar dan bukan berasal dari dalam hatinya dimana 
kepatuhan yang berasal dari luar itu tidak akan bertahan lama. 
Dapat dikatakan bahwa tujuan utama yang hendak dicapai 
dengan adanya proses pengendalian social/control social adalah untuk 
mencapai keserasian di dalam masyarakat dan dengan keserasian 
tersebut akan tercipta suatu keadaan yang damai, adil dan tertib. Hukum 
sebagai kaidah positif yang merupakan dasar pembenar bagi para 
penguasa ataupun aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi 
hukum sebagai cara untuk mengendalikan prilaku masyarakat, tidak 
dapat dielakkan kaitan/hubunganya yang teramat erat dengan proses 
sosialisasi, karena sosialisasi merupakan suatu proses untuk 
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menjadikan insan-insan sosial menjadi sadar akan adanya kaidah-
kaidah hukum sehingga akan tercipta insan yang sanggup dengan 
sepenuh hati atau setidak-tidaknya dapat menyesuaikan perilakunya 
dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 
Namun yang terjadi di lapangan, khususnya Kabupaten Maros 
tentang sosialisasi PP. No. 11 Tahun 2010 ternyata tidak sesuai dengan 
teori yang ada di atas. Kenyataannya bahwa masyarakat dan badan 
yang berwenang tidak peduli dengan peraturan yang berlaku ini.  
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis pada Hermanto 
A.Ptnh, selaku kepala seksi pengaturan dan penataan tanah Kabupaten 
Maros pada tanggal 23 Mei 2014, membenarkan bahwa Badan 
Pertanahan Kabupaten Maros tidak pernah melakukan sosialisasi terkait 
dengan PP No. 11 Tahun 2010.  
D. Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 di 
Kabupaten Maros 
Sebagai Kabupaten yang langsung berbatasan dengan ibukota 
Sulawesi Selatan, menjadikan Kabupaten Maros menjadi salah suatu 
daerah yang cukup diperhitungkan. Kabupaten Maros memiliki harga 
tanah yang cukup tinggi, yang tidak lain dikarenakan letaknya yang 
strategis. Selain itu, infrastruktur di Kabupaten Maros juga sangat baik 
dikarenakan Maros menjadi poros untuk mencapai Provinsi Sulawesi 
Barat. Perkembangan ekonomi di daerah ini juga cukup pesat, yang 
terbukti dari banyaknya bangunan mewah di dalamnya. Tak mungkin 
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rasanya orang menyiakan sejengkal tanah pun di Kabupaten Maros, yang 
sangat menguntungkan secara ekonomis. 
Namun faktanya berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh 
penulis kepada para responden yang terdiri dari berbagai kalangan 
masyarakat di Kabupaten Maros, dapat penulis simpulkan bahwa masih 
banyak tanah di Kabupaten Maros yang semata-mata hanya untuk 
sebagai alat investasi. Banyak tanah yang hanya dimiliki namun tidak 
diberdayakan. Hal ini tentu bertentangan dengan peraturan yang berlaku 
dan juga merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang seharusnya 
dijalankan para Pemegang Hak atau pihak yang telah memperoleh dasar 
penguasaan tanah. Dampak lain penelantaran tanah juga menjadi 
terhambatnya pencapaian berbagai tujuan program pembangunan, 
rentanya ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi nasional, 
tertutupnya akses sosial-ekonomi  masyarakat, serta terusiknya rasa 
keadilan dan harmoni sosial.  
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara pada 
tanggal 22 Mei 2014 kepada Bapak Hermanto, A.Ptnh yang merupakan 
kepala seksi pengaturan dan penataan tanah di Badan Pertanahan 
Kabupaten Maros , tidak terlaksananya Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2010 di Kabupaten Maros disebabkan oleh faktor prosedur rumit. 
Adapaun langkah/prosedur yang dimaksud ialah seperti dibawah ini: 
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Prosedur penetapan tanah terlantar yang dilakukan oleh Badan 
Pertanahan Nasional tercantum pada pasal 4 Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2010 sampai dengan pasal 14 PP No. 11 Tahun 2010, 
sebagai berikut: 
Pasal 4 
(1) Kepala Kantor Wilayah menyiapkan data tanah yang terindikasi 
terlantar. 
(2) Data tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar 
pelaksanaan identifikasi dan penelitian. 
Pasal 5 
(1) Identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia. 
(2) Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri dari unsur Badan Pertanahan Nasional dan unsur 
instansi terkait yang diatur oleh Kepala. 
Pasal 6 
(1) Identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (1) dilaksanakan: 
a. terhitung mulai 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan Hak Milik, Hak 
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai; atau 
b. sejak berakhirnya izin/keputusan/surat dasar penguasaan atas 
tanah dari pejabat yang berwenang. 
(2) Identifikasi dan penelitian tanah terlantar meliputi: 
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a. nama dan alamat Pemegang Hak 
b. letak, luas, status hak atau dasar penguasaan atas tanah dan 
keadaan fisik tanah yang dikuasai Pemegang Hak; dan 
c. keadaan yang mengakibatkan tanah terlantar. 
 
Pasal 7 
(1) Kegiatan identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 meliputi:  
a. melakukan verifikasi data fisik dan data yuridis; 
b. mengecek buku tanah dan/atau warkah dan dokumen lainnya 
untuk mengetahui keberadaan pembebanan, termasuk data, 
rencana, dan tahapan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada 
saat pengajuan hak; 
c. meminta keterangan dari Pemegang Hak dan pihak lain yang 
terkait, dan Pemegang Hak dan pihak lain yang terkait tersebut 
harus memberi keterangan atau menyampaikan data yang 
diperlukan; 
d. melaksanakan pemeriksaan fisik; 
e. melaksanakan ploting letak penggunaan dan pemanfaatan tanah 
pada peta pertanahan; 
f. membuat analisis penyebab terjadinya tanah terlantar; 
g. menyusun laporan hasil identifikasi dan penelitian; 
h. melaksanakan sidang Panitia; dan 
i. membuat Berita Acara. 
(2) Panitia menyampaikan laporan hasil identifikasi, penelitian, dan 
Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 





(1) Apabila berdasarkan hasil identifikasi dan penelitian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disimpulkan terdapat tanah 
terlantar, maka Kepala Kantor Wilayah memberitahukan dan 
sekaligus memberikan peringatan tertulis pertama kepada 
Pemegang Hak, agar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak 
tanggal diterbitkannya surat peringatan, menggunakan tanahnya 
sesuai keadaannya atau menurut sifat dan tujuan pemberian 
haknya atau sesuai izin/keputusan/surat sebagai dasar 
penguasaannya. 
(2) Apabila Pemegang Hak tidak melaksanakan peringatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah 
memberikan peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu yang 
sama dengan peringatan pertama. 
(3) Apabila Pemegang Hak tidak melaksanakan peringatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Wilayah 
memberikan peringatan tertulis ketiga dengan jangka waktu yang 
sama dengan peringatan kedua. 
(4) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan 
ayat (3) dilaporkan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Kepala. 
(5) Dalam hal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 
dan ayat (3) yang dibebani dengan Hak Tanggungan, maka surat 
peringatan tersebut diberitahukan juga kepada pemegang Hak 
Tanggungan. 
(6) Apabila Pemegang Hak tetap tidak melaksanakan peringatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah 
mengusulkan kepada Kepala untuk menetapkan tanah yang 




(1) Kepala menetapkan tanah terlantar terhadap tanah yang 
diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (6). 
(2) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar 
merupakan tanah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(1) huruf a, penetapan tanah terlantar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) memuat juga penetapan hapusnya hak atas tanah, 
sekaligus memutuskan hubungan hukum serta ditegaskan 
sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. 
(3) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar 
adalah tanah yang telah diberikan dasar penguasaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, 
penetapan tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memuat juga pemutusan hubungan hukum serta penegasan 
sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. 
Pasal 10 
(1) Tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), apabila merupakan 
keseluruhan hamparan, maka hak atas tanahnya dihapuskan, 
diputuskan hubungan hukumnya, dan ditegaskan menjadi tanah 
yang dikuasai langsung oleh Negara. 
(2) Tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), apabila merupakan sebagian 
hamparan yang diterlantarkan, maka hak atas tanahnya 
dihapuskan, diputuskan hubungan hukumnya dan ditegaskan 
menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan 
selanjutnya kepada bekas Pemegang Hak diberikan kembali atas 
bagian tanah yang benar-benar diusahakan, dipergunakan, dan 
dimanfaatkan sesuai dengan keputusan pemberian haknya. 
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(3) Untuk memperoleh hak atas tanah atas bagian tanah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bekas Pemegang Hak 
dapat mengajukan permohonan hak atas tanah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pasal 11 
(1) Apabila tanah hak yang diterlantarkan kurang dari atau sama 
dengan 25% (dua puluh lima persen), maka Pemegang Hak 
dapat mengajukan permohonan revisi luas atas bidang tanah 
yang benar-benar digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan 
keputusan pemberian haknya. 
(2) Biaya atas revisi pengurangan luas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menjadi beban Pemegang Hak. 
Pasal 12 
(1) Tanah yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar, 
dinyatakan dalam keadaan status quo sejak tanggal pengusulan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6). 
(2) Tanah yang dinyatakan dalam keadaan status quo sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dilakukan perbuatan hukum 
atas bidang tanah tersebut sampai diterbitkan penetapan tanah 
terlantar yang memuat juga penetapan hapusnya hak atas tanah, 
sekaligus memutuskan hubungan hukum serta ditegaskan 
sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. 
Pasal 13 
(1) Tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar, dalam 
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya 
keputusan penetapan tanah terlantar, wajib dikosongkan oleh 
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bekas Pemegang Hak atas benda-benda di atasnya dengan 
beban biaya yang bersangkutan. 
(2)  Apabila bekas Pemegang Hak tidak memenuhi kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka benda-benda di 
atasnya tidak lagi menjadi miliknya, dan dikuasai langsung oleh 
Negara. 
Pasal 14 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penertiban tanah 
terlantar diatur dalam Peraturan Kepala. 
 
 Berdasarkan uraian dari pasal demi pasal tersebut, pihak 
Badan Pertanahan Kabupaten Maros beranggapan bahwa itu 
adalah hal yang rumit, hal ini semakin diperparah oleh sedikitnya 
jumlah pegawai yang memiliki kemampuan yang memadai dalam 
hal tersebut. Peraturan ini tidak berjalan efektif, bahkan peraturan 
ini cenderung diabaikan oleh masyarakat dan Badan Pertanahan 
Kabupaten Maros. 
Dikalangan masyarakat Kabupaten Maros sendiri pun, 
tidak ada yang mengetahui tentang adanya peraturan tersebut, 
dari 50 orang yang mengisi kuesioner yang berisi tentang 
peraturan ini, tidak ada satu pun yang mengetahuinya. Ketika 
lebih lanjut ditanya tentang alasan ketidaktauan ini, 
keseluruhan dari mereka memilih opsi bahwa pihak Badan 
Pertanahan Kabupaten Maros tidak pernah melakukan 
sosialisasi tentang peraturan tersebut. Masyarakat sendiri pun 
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juga turut tidak peduli terhadap peraturan yang berlaku, 
keseluruhan responden memilih „opsi malas untuk mencari tau 





















Berdasarkan hasil penelitian dan teori-teori yang dijadikan 
referensi/acuan dalam pembahasan Efektifitas Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah 
Terlantar di Kabupaten Maros, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Tidak terlaksananya sosialisasi mengenai PP No. 11 Tahun 
2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan tanah terlantar 
di Kabupaten Maros disebabkan keterbatasan staf dan juga 
ketidak pedulian masyarakat dan juga badan pertanahan itu 
sendiri. 
2. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya PP No. 
11 Tahun 2010 di Kabupaten Maros disebabkan oleh jangka 
waktu pemberian hak yang dianggap terlalu lama oleh BPN 
Kabupaten Maros, tidak tersedianya sumber daya manusia 
yang memadai dalam melaksanakan tugas tersebut, prosedur 
yang rumit dan juga keacuhan yang terjadi di masyarakat. 
Faktor lain dari tidak efektifnya peraturan ini juga dikarenakan 
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tidak adanya sanksi yang cukup berat terhadap pelanggarnya, 
karena sanksi yang berlaku hanya pencabutan hak terhadap 
tanah tersebut yang ditelantarkan, namun bekas pemegang hak 
masih dapat memohon kembali untuk memperoleh kembali 
tanah tersebut dengan mengikuti persyaratan dari perundang-
undangan yang berlaku. 
Efektivitas suatu peraturan akan diperoleh jika masyarakat dan 
badan yang bertanggung jawab saling berperan aktif dan tidak 
mengacuhkan peraturan tersebut. Karena apabila hanya satu 
pihak saja yang berperan aktif akan sangat sulit bagi sebuah 
peraturan dapat berjalan dengan efektif. 
B. Saran 
Di bagian akhir ini, penulis memberikan saran-saran yang 
ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut: 
1. Kepada pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional 
Kabupaten Maros, agar memberikan pengarahan ataupun 
sosialisasi yang lebih giat kepada masyarakat, agar masyarakat 
turut mengetahui perkembangan hukum tentang pertanahan 
yang berlaku. Untuk mensiasati terhadap tenggang waktu yang 
cukup lama terhadap jangka waktu pemberian hak, selayaknya 
para pegawai Badan Pertanahan juga menguasai teknologi 
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computer yang bisa meringankan pekerjaan khususnya dalam 
menyimpan data, namun juga mudah untuk mencarinya. Namun 
selain peralatan teknologi yang memadai, para pegawai Badan 
Pertanahan Kabupaten Maros juga sudah semestinya memiliki 
pengetahuan yang cukup tentang cakupan profesi yang mereka 
jalani. 
2. Kepada masyarakat, sebagai warga Negara Indonesia yang 
baik maka selayaknya warga turut berperan aktif dalam 
mengetahui peraturan permerintah yang sedang berlaku. Turut 
aktif dalam hal ini ialah turut mencari informasi tentang 
peraturan yang berlaku, sehingga tercipta masyarakat yang taat 
akan peraturan. Terlebih di era sekarang ini, teknologi informasi 
sudah berkembang dengan sangat pesat. Teknologi internet 
juga dapat sangat membantu dalam penyebaran informasi, 
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Kuesioner ini dibuat untuk mengetahui tentang seberapa banyak 
masyarakat yang mengetahui tentang peraturan pertanahan yang berlaku 
di Indonesia yang dibuat pula sehubungan dengan penyelesaian tugas 
akhir di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
Nama  : 
Pekerjaan  : 
 
1. Pernahkah anda mengikuti, menghadiri atau mendapatkan 
penyuluhan (sosialisasi) tentang pertanahan? 
a. Pernah (lanjut pertanyaan nomor 2) 
b. Tidak 
  
2. Sosialisasi tentang tanah tersebut dilakukan oleh? 
a. Badan Pertanahan Nasional daerah domisili anda 
b. Pihak lain (LSM, mahasiswa atau yang lainnya) 
 
3. Pernahkah secara aktif anda melakukan pencarian tentang peraturan 
tentang pertanahan yang sedang berlaku saat ini? 
a. Pernah (lanjut pertanyaan nomor 4) 
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b. Tidak (lanjut pertanyaan nomor 5) 
 
4. Jelaskan alasan anda mencari tahu tentang peraturan pertanahan 
yang sedang berlaku saat ini? 
Jawab: 
 
5. Jelaskan alasan anda tidak mencari tahu tentang peraturan 
pertanahan yang sedang berlaku saat ini? 
Jawab:  
 
6. Tahukah anda tentang PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan 
Pendayagunaan Tanah terlantar? 
a.  Tahu  
b. Tidak tahu 
 
7. Apakah anda memiliki tanah kapling (untuk yang memiliki tanah 
kapling lanjut ke pertanyaan nomor 8) ataupun memiliki rumah 
(apabila memiliki rumah, lanjut ke pertanyaan nomor 11) lain selain 
rumah yang anda huni saat ini? 
a. Punya  
b. Tidak  
 






9. Dalam jangka waktu tersebut, tanah kapling yang anda miliki 
dipergunakan untuk? 
a. Ladang (atau untuk kegiatan bercocok tanam lainnya) 
b. Sudah diberi pondasi 
c. Tidak melakukan apapun di atas tanah tersebut 
 
10. Dalam jangka 2 tahun kedepan apa rencana yang akan anda lakukan 
kepada tanah anda? 
Jawab: 
 
11.  Apa yang anda lakukan pada ruamah lain yang anda miliki? 
a. Disewakan kepada orang lain/dipergunakan untuk kegiatan 
ekonomi lainnya 
b. Tidak dipergunakan  
 
12. Apa alasan anda tidak mempergunakan rumah atau bangunan yang 
anda miliki (selain rumah tinggal) tidak dipergunakan? 
Jawab: 
 
